BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR3IDTAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN NEGERI PEDESAAN
SUAK BARANGAN KECAMATAN SADANIANG
KABUPATEN MEMPAWAH
BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya

manusia (SDM) dalam  pembinaan dan
pembimbingan anak usia dini, perlu
menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD);

b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) yang lebih baik, tertib,
terarah, dan berkualitas, perlu ditetapkan Izin
Operasional Kelompok Bermain Negeri Pedesaan
Suak Barangan Kecamatan Sadaniang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 6398);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia ~ Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014
tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak
Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
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Menetapkan:

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang  Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687).

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain
Negeri Pedesaan Suak Barangan Kecamatan Sadaniang

Kabupaten Mempawah.

Penyelenggara Kelompok Bermain Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas
dan kewajiban, sebagai berikut:

a. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk
mendapatkan pendidikan di lingkungan
penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;

b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan

peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan
pendidikan anak usia dini;

c. Memberikan pengarahan, petunjuk, pengawasan,
pembinaan program anak usia dini yang menjadi

binaannya,
d. Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan,
melatih, menilai, dan memotivasi serta

menyampaikan laporan kegiatan  jalannya
pendidikan anak usia dini di lembaganya;
e. Bertanggung jawab dan berkewajiban

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai
program Pemerintah yang telah ditentukan;
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f. Melaporkan secara berkala dan rutin seluruh
kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6-1a - 2021

Dipindai dengan CamScanner



